BERITADAERAH
PROVINSIJAWATENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 115

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 115 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWATENGAH

Menimbang : a. bahwadalam rangka mempermudah Tim Penilai
- Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah terhadap usulan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Provinsi Jawa
Tengah yang akan menerapkan PPK-BLUD
harus dilakukan secara cermat, transparan dan
obyektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan sesuai dengan Perafuran
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
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PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan K euangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

. Undailg-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Pematuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);,

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

L
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12.

13.

14.

15.

16.

tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

* Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/
PMK_.02/2006 tentang Persyaratan Administratif
Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan
Satker Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan
PPK BLUD sebagaimna telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/
PMK.05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/
PMK.02/2006 tentang K ewenangan Pengadaan
Barang dan Jasa pada BLU;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/
PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Pada BLU sebagaimana telah diubah

Menefapkan

17.

18.

19.

20.

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/ PMK.05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/
PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelolaan, Dewan
Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007,

Peraturan Menteri Keunangan Nomor 66/
PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan RBA
serta Dokumen Pelaksanaan anggaran BLU;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-62/PB/ 2007 tentang Pedoman
Penilaian usulan Penerapan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PEDOMANPENILAJIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH. f



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Pola Pengelolaan K euangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya. _

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang
Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
Peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah adalah
meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
penuh.

10.

11.

12.

Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah adalah
menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap.

Pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah adalah
kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
penuh atau Pola Pengelolaan K euangan Badan Layanan Umum
Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
selanjutnya disingkat BLUD SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
m Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah selanjutnya disingkat BLUD-Unit K erja adalah UnitKerja
pada Satuan K erja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
JLayanan Umum Daerah.

Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima
tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan
Layanan Umum Daerah.

Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang
tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan
Umum Daerah kepada masyarakat.
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13. Praktek ibisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

BABII
PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi
persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 3

Penilaian bersyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penilai yang
keanggotaa nnya ditetapkan Gubernur.

Pasal 4

Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD sebagé,imana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lamplran Peraturan
Gubermnur ini.

BAB III
PENETAPAN PPK-BLUD

Pasal 5

Penetapan persetujuan penerapan PPK -BLUD dapat berupa pemberian
status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
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Pasal 6

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.
Pasal 7

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun
persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara
memuaskan, diberikan status BLUD bertahap.

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara
memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen
persyaratan administratif belum sesuai dengan yang
dipersyaratkan.

Pasal 8

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat
ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD
kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD.

' Pasal 9
Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

a.  dicabut oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD melalui
Sekretaris Daerah; atau

b.  ‘berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2008
GUBERNURJAWATENGAH,
ttd
ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 115

26

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR : 115 TAHUN 2008

TANGGAL :21 AGUSTUS 2008
PEDOMAN PENILATAN PENERAPAN PKK-BLUD

I.  PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara memberikan landasan kepada
instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen keuangan
pemerintah yang efisien dan efektif. Pasal 68 dan 69 UU
tersebut secara khusus memberikan peluang kepada instansi
pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan
pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola
pengelotaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi yang demikian
disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan K euangan Badan Layanan Umum memberikan

- fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari
ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. PPK-BLUD
merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis
kinerja pada instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan K enangan Daerah mengamanatkan khususnya
dalam pasal 150 yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan
keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri
setelah memperolah pertimbangan Menteri Keuangan”. Untuk
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itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Sehubungan dengan fleksibilitas yang diberikan dan
tuntutan peningkatan pelayanan publik, penetapan SKPD/Unit
Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus
dilakukan dengan cermat. SKPD atau Unit K erja pada SKPD
yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan
administratif dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk
menerapkan PPK-BLUD. Penetapan oleh Kepala Daerah
tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari
Tim Penilai. Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti
dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD. Hasil penilaian
disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dan
dalam rangka mempermudah penilaian, perlu memperhatikan
usulan, transparansi, dan obyek tivitas hasil penilaian. Untuk
itudiperlukan suatu Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

dapat digunakan sebagai instramen penilaian.

. Tajuan

Tujuan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD
ini adalah :
1. Tersedianya acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan

penilaian atas usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD
yang akan menerapkan PPK-BLUD. '

2. Tersusunnya instrument penilaian bagi tim penilai sesuai
dengan karakteristik dan potensi daerah,;

. 3. Terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas

penilaian.

II. TATATERTIB TIM PENILAI
Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut:

1.
2.

Tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.

Dalam hal anggota tim penilai berhalangan, anggota tim penilai
tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di
bidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti
dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan.

Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti

dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat
Jai

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil

berdasarkan musyawarah/mufakat, Jika tidak dapat diputuskan

dengan musyawarah/mufakat maka dilakukan pemungutan suara

yang disetujui pali fikit setengzh dari jumlzh tim penilai yang

hadir ditambah 1 (satu) suara.

Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani

Berita Acara Hasil Penilaian.

Penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menjaga independensi,

obyektivitas, dan kerahasiaan hasil penilaian.

III. UNSUR-UNSUR PENILAIAN

A. Penilaian Persyaratan Substantif dan Teknis
1. Persyaratan substantif

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi
SKPD atau Unit Kerja menyelenggarakan pelayanan
umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik
(quasipublic goods).

" Pelayanan umum berhubungan dengan:
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a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
masyarakat, diutamakan pelayanan kesehatan;

. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan
umum, tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya
merupakan kewenangan pemerintah daerah karena
kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Pelayanan umum yang hanya merupakan keweriangan
pemerintah daerah antara lain: layanan pungutan pajak
daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), layanan pemberian izin mendirikan bangunan
(IMB). Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu antara
lain kawasan pengernbangan ekonomi terpadu.

. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan

ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara
lain:

(2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung
dengan layanan umum kepada masyarakat.

b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat
ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari
layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam
membiayai pengeluaran.

3. Persyaratan administratif

Persyaratan administratif terpenuhi, apabila SKPD atau
Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang

meliputi :

a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi
masyarakat;

b. polatatakelola;

¢. rencana strategis bisnis;

d. standar pelayanan minimal;

e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi

(1) dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan laporan keuangan; dan
menengah (UMKM); f laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
(2) danaperumahan. diaudit secara independen.
2. Persyaratan teknis ’ . ,
Persyaratan teknis terpenuhi apabila: IV. TATA CARADAN KRITERIA PENII:AIAN
a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak A. TATA CARA PENILAIAN

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD
atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau
kepala SKPD untuk Unit Kerja, antara lain :

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah
ditetapkan yang berisikan nomor urut, dokumen administratif
yang dinilai, nilai bobot dokumen, indikator, unsur yang dinilai,

(1) memiliki potensi untuk meningkatkan nilai per unsur (dalam angka 0- 10), bobot per unsur yang
penyelenggaraan pelayanan secara efektif, dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir.
Efisien, dan produktif;

31



32

Kinerja
2 |PolaTataKelola : v 20 %
3 [|Rencana StrategisBisnis 1 30%
4 | Standar Pelayanan Minimum 20 %
5 |Laporan Keuangan Pokok atau 20 %
prognosa/proyeksi laporan keuangan
6 |Laporan audit terakhir atau pernyataan A
' bersedia diaudit.
Total 100 %

1. Nomor urut

Nomor urut adalah nomor urutan dokumen administrasi
yang akan dinilai.

. Dokumen administratifyang dinilai

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-
dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari

pemyataan kesanggupan, pola tata kelola, rencana strategis
bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimal

(SPM) dan penilaian audit terakhir atau pernyataan '

. Nilai bobot dokumen

Nilai Bobot dokumen adalah pembobotan terhadap
dokumen administratif yang berdasarkan pada tingkat
kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL yaitu
kemampuan untuk mencapainya (Capability), bisa diterima
(Acceptability), dapat diandalkan (Reliability), dan
mengandung daya ungkit yang tinggi (Leverage). Bobot
masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan
sebagai berikut:

No| Dokumen persyaratan administratif Bobot

1 |Pemyataan Kesanggupan Meningkatkan 5%

4. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukar untuk mengetahui adanya
penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai
bahan untuk pengambilan keputusan.

5. Unsuryang dinilai
Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum
dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai.
Selengkapnya tertera di dalam form penilaian.
6. Nilai per unsur
Nilai per unsur adalah angka yang diberikan pada setiap
unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan
skala dengan rentang angka antara 0 sampai dengan 10.
7. Bobot per unsur
Bobot per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang

dinilai yang sadah ditentukan di dalam pedoman ini
berdasarkan CARL.

8. Hasil Penilaian
Hasil Penilaian adalah pengalian antara nilai pada rentang
angka penilaian dengan bobot unsur masing-masing.

9. Nilai Total

Nilai total adalah hasil penilaian dikalikan dengan bobot
dokumen administratif.

B. Kriteria Penilaian
Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai form
kriteria yang terdiri dari kriteria, hasil penilaian, kesimpulan
dan status yang direkomendasikan.



Kriteria tersebut yaitu :
No| Nilai Kriteria Status
1. |80 - 100 | Memuaskan BLUD penuh
2.160 - 79 |Belum terpenuhi secara | BLUD bertahap
memuaskan .
3. |Kurang |Tidak memuaskan Ditolak
dari 60

Jika salah satu dari enam persyaratan administratif .tidak

terpenuhi, maka permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak

dan dapat diajukan kembali jika seluruh persyaratan sudah
terpenuhi.

Dalam hal penetapan status BLUD, terdapat batas-batas

fleksibilitas sebagai berikut:

« Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-
batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat
dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang,
serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur
pengelolaan keuangan.

« Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam
hal péngelolaan investasi, pengelolaan utang, dan
pengadaan barang dan/atau jasa.

Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas
yang tidak diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan
status BLUD.

BERITAACARAHASILPENILAIAN

Berdasarkan hasil akhir penilaian tethadap dokume.npersyaxatan
administratif SKPD/Unit Kerja yang mengajuka.n untuk
menerapkan PPK-BLUD, Tim Penilai membuat Berita Acm
Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim

Penilai yang hadir sebagaimana contoh terlarnpir. Berita Acara
Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/
rekomendasi bagi Gubernur dalam memberikan keputusan
penetapan ataupun surat penolakan.

Berita Acara Hasil Penilaian terdiri dari:

1. Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat hasil keputusan
rapat Tim Penilai berupa pemberian rekomendasi penerapan
atau penolakan PPK-BLUD sebagaimana FormatA.1. i

2. Analisis/komentar singkat atas masing-masing dokumen
persyaratan administratif dan kesimpulan akhir yang diambil
oleh Tim Penilai sebagaimana Format A.2.

3. Nilai dari masing-masing dokumen persyaratan administratif
sebagaimana Format A.3 dan FormatA.4

PENETAPAN STATUS BLUD

1. Penetapan persetujuan/penolakaa penerapan atau
peningkatan, status PPK-BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak usulan diterima kepala daerah secara lengkap.

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kepala daerah tidak
menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat
1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui,
kepala daerah menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk
penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

. DEFINISI OPERASIONAL .

Definisi Operasional dari unsur-unsur yang dinilai sebagaimana
FormatB

VIIL. PROSES KERJA TIM PENILAI

Sebagaimana Format C.
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IX. REKOMENDASI PENERAPAN PPK-BLUD

36

sebagaimana Format D.1 dan D.2

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd
ALIMUFIZ

. FORMATA.1

BERITA ACARA HASIL PENILAJIAN
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
dalam rangka

Penetapan <Nama SKPD atau Unit Kerja>untuk Menerapkan PPK-BLUD

NOMOT e eeeans

Pada <hari, tanggal/bulan/tahun> telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan
Penerapan, Peningkatan, Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah untuk melakukan penilaian terhadap dokumen
persyaratan administratif :

Nama SKPD atau Unit Kerja

Alamat

Surat Usulan

Hasil Penilaian :

Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi bahwa
<pnama SKPD/Unit kerja>:

a. Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh

b. Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLU bertahap

c. Ditolak untuk menerapkan PPK-BLUD

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Nama Anggota Jabatan Kedudukan |Tynda Tangan
dalam TIM
| S Sekda Ketua  (—— )
S PPKD Sekretaris (T )
K T Kepala Bappeda Anggota  G—, )
4o e, Inspektur Anggota  — )
o SN (daritenagaahli) | Anggota  — )
6. Anggota [ (— )
37



Format C

PROSES KERJA TIM PENILAI
Proses kerja tim penilai dillustrasikan dalam flowchart di bawah ini.

PROSES PENETAPAN PPK-BLUD SKPD

" oo, |
. T
=] | T
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FORMAT D.1

TIM PENILAI PPK - BLUD

REKOMENDASIPENERAPAN POLAPENGELOLAAN KEUANGAN
BADANILAYANAN UMUM DAERAH

(031116 G

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif (nama SKPD/
unit Kerja) yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK - BLUD,
bersama ini Tim Penilai PPk - BLUD Provinsi ...... merekomendasikan bahwa
(nama SKPD/Unit Kerja) LAYAK menerapkan PPK BLUD dengan status (BLUD
Penuh atau BLUD Bertahap').........

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubernur
untuk menetapkan (nama SKPD/Unit Kerja) menerapkan PPK - BLUD.

ttd
(Ketua Tim Penilai)

1 Pilih salah satu
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FORMAT D.2

TIM PENILAI PPK - BLUD

REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANANUMUM DAERAH

NOMOT © c.eververrereneressesnssesnss

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif (namd SKPD/
unit Kerja) yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK - BLUD,
maka bersama ini Tim Penilai PPK - BLUD Provinsi ...... merekomendasikan bahwa
(nama SKPD/Unit Kerja) ............. TIDAK/BELUM LAYAK menerapkan PPK
BLUD.

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubernur
untuk menolak (nama SKPD/Unit Kerja) menerapkan PPK - BLUD. '

ttd
(Ketua Tim Penilai)
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
Nomor 115 TAHUN 2008

Tanggal  21-Agust-08

FORMAT A2

KESIMPULAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

RaR rij Oiriad
1{Pemyataan Kesanggupan
Meningkatkan Kinerja

A\
2|Pola Tata Kelola

(2]

Rencana Strategis Bisnis

4|Laporan Keuangan Pokok

[s,)

Standar Pelayanan Minimum

D

Penilaian Audit Terakhir atau
Pemnyataan Bersedia untuk
Diaudit

~

Lain-lain

'KESIMPULAN

*) Catatan ;
Kolom Analsis/Komentar diisi dengan analisis atau komentar atas masing-masing dokumen administratif termasuk kekurangan dokumen
administratif yang masih periu diperbaiki di masa yang akan datang. Kolom kesimpulan diisi dengan kesimpulan hasil penilaian yang akan
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

Nomor 115 Tshun 2008
Tanggal 21 Agustus 2008
FORMAT A3
NILAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF
UNTUK SKPD ATAU UNIT KERJA YANG AKAN MENERAPKAN PPK-BLUD
Nial Hasil Pentfaian
Dokumen Penilaian setelah bobot | Totasl
No.l  administrasi Bobot Indiiator Unsur yang dinital (skais0-10)] 2% | teolom 8110 x f8x 3
kolom 7
L'_ 2 3 4 3 [] 7 [} []
t]Pemyatasn 5  {Adanys pemyataan |a. {Kesesusian dengan format yang 20
Kesanggupan kesanggupan ditetapkan dalam Permendagri
Masningkatkan Nomor 81 Tahun 2007
Kinerja b, |Ditandatangani oleh Kepala 8.0
4
Adanya kebijaksn- K
kebljakan mengenal K
organisasi den tata  |c. |Pengelompokan fungs! yang logis K
inksana d. |P SOM (F 20
pegawsi, sistem remuneresi,
jenjang karir, pembinaan termasuk
sistom rewsrd dan punishment,
pemutusan hubungan kerja) 20
Adanye kebijakan . {Sistam akuntsbliitas berbasis 20
{tentang skuntabilitas Kinerja
b. ( 1.5
mengensi tarif berdasarkan unit
cost dan subsidi, sistem
|akuntansi dan keuangan)
c. jjakan p 0 15
den kmbah
Al LA 85 > : 4
Rencana Strategis Adanya peryataan  |a. [Pemnyatsan visi dan misi 1.0
Bisnis Visi dan Misi
Tergambamys 4. |Kesssuaian Renstra Bisnis 5 1.0
Program Strategis tahunsn dengan RPJMD
b. |Kesesusian visi, misl, program 1.0
|dengan pencapalan kinerja
(kinerjn layanan, kinerja keuangan
dan
Tersedianya alat 2. {indikator kinerja 1.0
Pengukuran b. | Target kinerja tahun berjalan 1.0
Pencapaian Kinerja
Gambaran mengenst {a. |Gambavan program 5 tahunan :‘0
F \ b. |F 5 tah .0
5 tahunan c. |Penanggung jawab program X
d_[Prosedur ram
Proyeksi kesuangan Proyeks! arus kas
5 tahunsn {Proyeksi neraca
Proyeksi iaporan operasional/
aktivitas
rasio keu




oY

IAd

4|Laporan Keusngan
Pokok bagi SKPD/
Unit kerjs yang sudsh
ada

{Minimal

Penilalan Audit
Torakhir atau
|Pernystaan Bersedia
untuk Diaudit

Laporan Realisas Laporan Realisasi anggaran sesual 3.0
Anggaran [dangan SAP yang beriaku di
daerah
Laporan Neraca Neraca sesual dengan peraturan 3.0
yang berlaku pada pemerintah
daerah dan/atau sesual dengan
d yang
jasosiasi profes akuntansl
lindanssia
Catatan atas laporan |a. | Catatan atas iaporan keuangan 20
keuangan dibuat sesuai dengan pedoman
yang beriaku pada pemerintah
daerah dan/atau standar akuntansi
yang ditetapkan asosiasi profesi
akuntansi indonesia
b |Kesesuaian antara kinerja 20
keuangan dengan indikator yang
— cal -
SPM yang sesual X l 1
jdengan jenis den b. | Terukur 1.0/
mutu pelayanan ¢. |Dapat dicapsi 05
d. {Relevan dan dapat diandaikan 1.0
. gka waktu 0.5)
Kelsngkapan dan a 1.0
kesesusaian jenis dan
target kinerja
Adanys keterkaitan 4.0
sntara SPM dengan

10.0

. |Kesesualan dengan format yang 20

Diaudit secara b. | Ditandatangani cleh Kepala 8KPD/ 8.0
Unit Kerja diketahul oleh Sekda

" Gy

Rencana Strategls ‘
Bisnis

s

NILAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF
]

Adanya pernyatsan

Kesesuaian dengan format yang

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
Nomor 115 TAHUN 2008

Tanggel 21 Agustus 2008

FORMAT A4

kesanggupan | ditetapkan dalam Permendegri
Nomor 81 Tahun 2007
b. |Ditendstangani clsh Kepeia 3.0
- SKPD/Unit kerja dan diketshut
Sekde stsy KPD
(Adanya kebijakan- Struktur Organisasi
kebijakan mengenal . |Prosadur Kerjs 10
organisasi dan tata ¢. jPengelompoken fungsi yang logis 1.0
laksana d. |Pengeiolsan SDM (penerimaan 20
pegawal, penempatan, sistem
remunerasi,jenjang karir, pembi-
naan termasuk sistem reward dan
kerja) 2.0
Adanya kebijakan 8. |Sistem akuntabiktas berbasis 20
tentang skuntabiitas kinerja s
b. [{ .
| mengenai tarif berdasarkan unit
cost dan subsidi, sistem
{=kuntansi dan keuangan) s
. K
dan kmbsh ’ ‘ .
jAdanys pemyatsan  |a. [Pernystaan visi dan mist 1.0!
Visi dan Misi
Tergambamya a. {Kesesusian Rensira Bisnis 5 1.0
Program Strategis |tshunan dengan RPJMD
b. |Kesesusian visi, misl, program 1.0
dengan pencapsian kinerje
(kinerja Iayansn, kinerja keuangan
dan a
Tersadianya alat a. [Indikator kinetja 1.0
Pengukuran b. | Target kinerja tahun berjalan 1.0
Pencapsian Kinerja
Gambaran mengenal |a. |Gembaran program § tahunan :g
F b. |F 5 K
c. {Penanggung jawab program .
d_{Prossdur
Proyeks! arus kas
Proyeksl neraca
{Proyekst laporan operasional/
| aktivitas




6v

14

Pmm Audit
Terakhir atau
Pernyatasn Bersedia
untuk Disudit

TOTAL (1) 8/D (8)

“% WMI Pemysataan

kesesualan jenis dan
target kine

Adanya keterkaitan
antara SPM dengan
Rencana Stratepis
Adanya pengesshan
dar Kepaia Dserah

b i

Hasil Peniistan Audll

4b  [Prognoss/proyeksi 10 Prognosa laporan &. |Prognosa/proyekst Laporan opera- Oj
P Operasional slonal sesusl dengan standar
pokok bagi SKPD Lkumnnd
yang baru dibentuk Prognoss Neraca b, |Prognosa/proyeksi sesual dengan 0.5
standar skuntans! yang ditetapkan
oleh ssosiasi profesi akuntansi
Indonesia danvatau peraturan pada
pemerintah daersh yang bertaku
5| Standar Pelaysnan 20%
Minimea! dengan Jenis dan b. | Terukur 1.0
mutu pelayanan c. |Dapet dicapal 05
d. Rolovln dan dapat diandalkan 1.0
e. a5
a 1.0

. | Kesesuaian dengan format yang

Bersedia untuk | ditetapkan

Disudit secara b. |Ditandatungani oish Kepaia SKPD/ 8.0
lindependen Unit Kerja diketahui oleh Sekda

g

[Adanys Permyatasn [a. [Kesasumian dengan format yang 0.2
Bersadia untuk ditetapkan

Diaudit secara b. | oleh Kepala SKFD/ .2}
independen Unit m diketshul oleh Sekds

SR TR0 S

Kesesuaian dengan format

Definisl Operasional

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
Nomor : 115 TAHUN 2008

Tanggal :21 AGUSTUS 2008

Format :B

esual . 10

1 Kesesuaian dengan format yang ditetapkan
yang ditetapkan adalah antara format yang diajukan dengan |Tidak Sesual 0
format dalam fampiran Permendagri
Nomor 61 Tahun 2007 - ‘
2|Ditandatangani oleh Kepala |Adalah format yang sudah terisi lengkap  [Jika ditandatangani 10
SKPD/Unit kerja dan dan ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit |Jika tidak ditandatangani 0
diketahul Sekda atau Kepala |kerja serta diketahui Sekda atau Kepala
SKPD SKPD
3|Struktur Organisasi Struktur organisasi menggambarkan Ada struktur dan lengkap, 10
posis! jabatan yang ada pada SKPD & sesuai dengan Permendagri
hubungan wewenang atau tanggung jawab |Nomor 61 Tahun 2007
Ada struktur, kurang lengkap [}
Tidak ada struktur Q
4|Prosedur Kerja Prosedur kerja menggambarkan wewenang [Ada prosedur yang lengkap 10

atau tanggungjawab masing-masing
jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam
pelaksanaan tugasnya

Ada wewenang dan tanggung 6
jawab, namun prosedur
pelaksanaan tugas tidak lengka

Ada prosedur kerja, tetap tidak 4
Ada wewenang dan tanggung

awab

Tidak ada prosedur kerja 9




0S

LS

SUnBUEYantyTin
Pengelompokan yang logis

finisto;
Pengelompokan yang logis merupakan
struktur organisasi yang logis dan sesuat
dengan prinsip pengendalian intern

Pengelompokkan fungsi-fungsi : pelayanan
(services) & pendukung (supporting)

Ada penelompokkan yang
logis dan lengkap

Ada pengelompokkan yang logis
tetapi penempatannya tidak
sesual.

Tidak ada pengelompokkan
fungsl yang logis

Pengelolaan SDM (peneri-
maan pagawai, penempatan,
sistem remunerasi, jenjang
karir, pembinaan termasuk
sistem reward dan punish-
ment, pemutusan hubungan
kerja)

Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai,
penempatan, sistem remunerasi, jenjang
karir, pembinaan termasuk sistem reward
dan punishment, pemutusan hubungan

kerja)

Pengelolaan SDM yang lengkap

Pengelolaan SDM yang lengkap
kecuali kebijakan pemutusan
hubungan kerja

Pengelolaan SDM lengkap
kecuali kebijakan pemutusan
hubungan kerja dan pembinaan

Pengelolaan SDM lengkap
kecuali kebijakan pemutusan
hubungan kerja, pembinaan dan
jenjang karir

Pengelolaan SDM hanya
memiliki kebijakan rekruitment,
penempatan dan sistem
remunerasi

Tidak ada sama sekali

~

Sistem akuntabilitas
berbasis kinerja

Sistem akuntabilitas berbasis kinerja

Adanya sistem akuntabilitas
kinerja yang lengkap sesuai
dengan peraturan yang berlaku

10

Adanya sistem akuntabilitas
namun tidak ada kaitannya
dengan RPJMD )

Adanya sistem akuntabilitas
tetapi tidak memiliki alat ukur

Adanya sistem akuntabilitas,
namun tidak memiliki alat ukur
dan tidak berhubungan dengan
Renstra Bisnis

Tidak memiliki sistem akunta-
bilitas

Kebijakan keuangan
(Kebijakan tarif berdasarkan
unit cost dan subsidi, sistem
akuntansi dan keuangan)

Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai
tarif berdasarkan anit cost dan subsidi,
sistem akuntansi dan keuangan.)

Ada sitem pengelolaan keuangan
akrual (SAK) yang lengkap dan
kebijakan tarif berdasarkan unit
cost

10

Ada sitem pengelolaan keuangan
(SAP) dan memiliki kebijakan
tarif berdasarkan unit cost

Menggunakan sistem keuangan
(SAK atau SAP) tetapi tidak
memiliki kebijakan tarif yang
sesuai dengan unit cost

Ada sitem pengelolaan keuangan
tetapi tidak menggunakan sistem
akuntansi berbasis SAP

Adanya kebijakan tarif berbasis
unit cost tetapi tidak memiliki
sistem akuntansi dan keuangan

Tidak ada sistem keuangan
dan kebijakan tarif

©

Kebijakan pengelolaan
lingkungan dan limbah

Kebijakan pengelolaan lingkungan dan
filmbah adalah kebijakan tentang tata cara
dan aturan pengelolaan lingkungan dan
limbah dalam usaha tercapainya kesehatan

lingkungan internal dan eksternal

Ada kebijakan mengenai penge-
lolaan limbah dan lingkungan yang
lengakap (kimia, fisik, biologi)

10

Ada kebijakan pengelolaan limbah

dan lingkungan kimia dan fisik




[4%]

€S

limbah dan lingkungan kimia saja,
biologi saja, atau fisik saja

Ada penglolaan limbah tetapi
tidak ada pengelolaan lingkungan

Ada pengelolaan lingkungan te-
tapi tidak ada pengelolaan limbah

Tidak ada kebijakan pengelolaan
limbah dan lingkungan

10|Pernyataan visi dan misi

adanya pernyataan mengenai visi, misi pada

Rencana Strategis Bisnis minimal untuk

periode 5 tahun mendatang

Visi :

- gambaran mengenai masa depan yang
seolah-olah terjadi saat ini

- pernyataan yang menantang dan meng-
gerakkan semangat

- harus realistik

- bisa terukur (ada indikatornya)

Misi adalah pernyataan mengenai apa yang
akan dikerjakan, dan sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, siapa yang akan mengerjakan
dan slapa yang dilayani sesuai dengan
bidangnya

Ada pernyataan visi dan misi
yang sesuai dengan definisi
operasional

10

Ada pernyataan visi dan misi
tetapi visinya tidak menggambar-
kan masa depan

Ada pemyataan visi dan misi
tetapi visi tidak realistik dan tidak

menggerakkan semangat

Ada pernyataan visi iengkap
tetapi misinya tidak menggam-
barkan mengenai apa yang akan
dikerjakan

Ada pernyataan visi yang lengkap
tetapi misi tidak menggambarkan
mengenai apa yang akan diker-
Jakan, dan sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan, siapa yang
akan mengerjakan dan siapa
yang dilayani sesuai dengan
bidangnya

Tidak ada pernyataan visi dan
misi i

5 tahunan dengan RPJMD

" Kesesuaian Blls 5 tahunan

B T o vy

dengan RPJMD adalah Renstra Bisnis yang
tidak menyimpang dari kebijakan strategis
RPJMD

Rent Bisnis sesuai dengan
kebijakan strategis RPJMD

Renstra Bisnis tidak sesuai de-
ngan kebijakan strategis RPJMD

12

Kesasuaian visi,misi, program
dengan pencapaian kinerja
(kinerja layanan, kinerja
jkeuangan dan kinerja
manfaat)

Kesesuaian visi, misi, program dengan

pencapaian kinerja layanan, kinerja
keuangan dan kinerja manfaat

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat bagi
masyarakat

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja pelayanan,
dan keuangan

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja pelayanan saja
atau keuangan saja

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja manfaat

Tidak ada kesesuaian antara visi,
misi dan program dengan pen-
capaian kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat

13

Indikator kinetja

Ukuran kinerja pelayanan, keuangan dan
manfaat untuk mengetahui adanya penyim-
pangan dari apa yang telah ditetapkan
(target strategis dan SPM)

Ada ukuran kinerja lengkap
dengan target kinerja dan SPM

10

Ada ukuran kinerja lengkap
tetapi tidak memiliki target kinerja
SPM i

Ada ukuran kinerja lengkap

tetapi tidak memiliki taget strategis




4]

sS

yroees

Ada ukran kneda leap tan
target strategis maupun SPM

Tidak ada ukuran kinerja, target 0
strategis maupun SPM
14{Target kinerja tahunan Target kinerja tahun berjalan adalah target [Memiliki target kinerja strategis 10
berjalan strategis yang tercantum dalam Renstra pada tahun berajalan dalam
Bisnis pada tahun yang bersangkutan Renstra Bisnis
Tidak ada target kinerja tahun 0
berjalan
15|Gambaran program 5 tahunan |Gambaran program 5 tahunan adalah Ada gambaran program 5 tahunan 10
tergambarnya program tahunan selama Tidak ada gambaran program 0
5 tahun di dalam Rencana Strategis Bisnis |5 tahunan
16|Pembiayaan 5 tahunan Kebijakan Pembiayaan § tahunan adalah Ada gambaran pembiayaan 10
gambaran mengenai pembiayaan tahunan  |tahunan untuk 5 tahun kedepan
yang dibutuhkan selama 5'tahun kedepam {Tidak ada gambaran pembiayaan 0
tahunan untuk 5 tahun kedepan
17]|Penanggung jawab program |Penanggung jawab program adalah Ada penanggung jawab pada 10
personal yang bertanggung jawab terhadap |setiap program strategis
program strategis Tidak ada penanggung jawab 0
pada program strategis
18| Prosedur Pelaksanaan Prosedur pelaksanaan program adalah Ada kebijakan prosedur 10
program kebijakan tentang prosedur pelaksanaan pelaksanaan program
. program 0

SRR

Tidak ada kebijakan prosedur

R vl NI R L e : AT U e Fs S
Proyeksi arus kas Proyeksi arug kas adalah gambaran menge- [Ada gambaran meng aru 10 -
nal kas masuk dan kas keluar selama & kas 5 tahun kedepan
tahun kedepan sesuai dengan target Tidak ada gambaran mengenai 1]
kinerja arus kas 5 tahun kedepan
20|Proyeksi neraca Proyeksi neraca adalah gambaran menge- |Ada proyeksi neraca untuk 5 tahun 10
nai perkiraan besaran setiap komponen kedepan
dalam neraca untuk 5 tahun kedepan Tidak ada proyeksi neraca untuk 0
5 tahun kedepan
21|Proyeksi laporan operasional/ [Proyeksi laporan operasional adalah Ada proyeksi laporan operasional 10
aktivitas gambaran mengenai perkiraan besaran untuk 5 tahun kedepan
komponen laporan operasional untuk 5 Tidak ada proyeksi laporan 1]
tahun kedepan aktivitas untuk 5 tahun kedepan
22|Proyeksi rasio keuangan Proyeksi rasio keuangan adalah gambaran |Ada proyeksi rasio keuangan untu 10
mengenai perkiraan indeks rasio keuangan |5 tahun kedepan
untuk 5 tahun kedepan Tidak ada proyeksi rasio keuangan 0
untuk § tahun kedepan
23|Laporan Realisasi anggaran |Format dan komponen Laporan Realisasi Format dan komponen laporan 10
saesual dengan SAP yang sesual dengan pedoman yang ada dalam realisasi anggaran sesuai dengan
berlaku di daerah SAP yang berlaku di daerah pedoman dalam SAP
Format dan komponen faporan 0
realisasi anggaran tidak sesual
dengan pedoman dalam SAP
24|Neraca sesual dengan Format dan komponen Neraca sesuai Format dan komponen Neraca 10
peraturan yang berfaku pada |dengan peraturan yang berlaku pada peme- [sesuai dengan peraturan yang
rintah daerah dan/atau sesuai dengan beriaku
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sesuai dengan standar
akuntansi yang ditetapkan
asosiasi profes| akuntansi
indonesia

profesi akuntansi indonesia

Format an msn neraca '
tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku

25|Catatan atas laporan keuangan |Format dan komponen Catatan atas laporan |Format dan komponen catatan 10
dibuat sesuai dengan pedoman |keuangan dibuat sesuai dengan pedoman |atas laporan keuangan sesuai
yang berlaku pada pemerintah |yang berlaku pada pemerintah daerah dan/ |dengan pedoman berlaku
daerah dan/atau standar atau standar akuntansi yang ditetapkan Format dan komponen catatan 0
akuntansi yang ditetapkan asoslasi profesi akuntansi indonesia atas laporan keuangan tidak sesuat
asosiasi profesi akuntansi dengan pedoman yang berlaku
Indonesia
26|Kesesuaian antara kinerja Indikator kinerja, target kinerja dan kinerja  |Indikator kerja, target kinerja dan 10
keuangan dengan indikator keuangan dalam laporan keuangan sesual {kinerja keuangan dalam laporan
yang ada di rencana strategis |atau sejalan dengan indikator kinerja, target |keuangan sesuai atau sejalan
kinerja dan target kinerja keuangan dalam |dengan indikator kinera, target
rencana strategis bisnis kinerja dan target kinerja keuangan
dalam rencana strategis bisnis.
Indikator kinerja, target kinerja dan [}
kinerja keuangan datam laporan
keuangan tidak sesual atau tidak
sejalan dengan indikator kinerja,
target kinerja dan target kinerja
keuangan dalam rencana strategis
bisnis
27| Prognosa/proyeksi laporan Format dan komponen Prognosa/proyeksi |Format dan komponen Prognosa/ 10

operasional sesuai dangan
standar akuntansi

Laporan operasional sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku

proyeksi Laporan operasional
sesual dengan standar akuntansi
berlaku

Format dan komponen Prognosa/
proyekst Laporan operasional tidak
sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku

28| Prognosa/proyeksi neraca
sesuail dengan standar

asosiasi profesi akuntansi

pemerintah daerah yang
berlaku

indonesia dan peraturan pada

proyeksi neraca sesuai dengan standar

akuntansi yang ditetapkan oleh jakuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi

profesi akuntansi indonesia dan/atau
peraturan pada pemerintah daerah yang
bertaku

Format dan komponen dalam Prognosa/

Format dan komponen dalam
Prognosa/proyeksi neraca sesuai
dengan standar akuntansi yang
ditetapkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indonesia dan/atau

yang berlaku

peraturan pada pemerintah daerah

10

Format dan komponen dalam
Prognosa/proyeksi neraca sesuai
dengan standar akuntansi yang
ditetapkan oleh asosiasi profesi
akuntansi iIndonesia dan/atau

ang berlaku

peraturan pada pemerintah daerah

28]|Fokus

menunjang tupoksi

Adalah SPM yang kegiatan pelayanannya
fokus pada jenis dan mutu pelayanan untuk |pelayanan untuk menunjang

SPM fokus pada jenis dan mutu
tupoksi

10

SPM fokus pada mutu pelayanan
tetapi tidak fokus pada jenis
elayanan

SPM fokus pada jenis pelayanan
tetapi tidak fokus pada mutu
layanan

SPM tidak fokus pada jenis dan
mutu pelayanan

Tidak ada SPM

30| Terukur

Keglatan yang pencapaiannya dapat dinilai
sesual dengan standar yang telah ditetapkan |yang mampu memuncuikan nilai

Ada nominator dan denominator

sebagai tolak ukur pencapaian

10

Tidak ada nominator dan denomi-
nator untuk memunculkan nilai
sebagai tolak ukur pencapaian
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31}Dapat dicapai Kegiatannya nyata, realistis, tingkat pen- Kegiatan bersifat nyata, relistis dan 10
capaiannya dapat diukur ti t pencapaiannya terukur
Kegiatan bersifat nyata, tingkat pen- []
capaiannya dapat diukur, tetapi
tidak realistis
Kegiatan tidak dapat diukur dan 0
tidak realistis
32|Relevan dan dapat diandalkan |Relevan dan dapat diandalkan artinya Relevan dan dapat diandalkan 10
kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan Tidak relevan dan tidak dapat 0
masyarakat dan organisasi, berkaitan dan  jdiandalkan
dapat dipercaya untuk menunjang tupoksi
33]Kerangka waktu Kerangka waktu artinya kejelasan dan Ada kerangka waktu yang jelas dan 10
ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan |tepat
Ada kerangka waktu tetapi tidak 6
rinci
Tidak ada kerangka waktu 0
34|Kelengkapan Jenis pelayanan |Jenis pelayanan yang diberikan oleh SKPD |Jenis pelayanan sesuai dengan 10
|sesuai dengan SPM yang sesuai dengan standar pelayanan minimal | SPM yang berlaku
diberlakukan yang berlaku Jenis pelayanan tidak sesuai dengan 0
SPM yang beriaku
35|Kaitan antara SPM dengan Ada hubungan yang jelas antara SPM Ada hubungan yang jelas antara 10
Rencana Strategis Bisnis dan |dengan Rencana Strategis Bisnis dan SPM dengan Renstra Bisnis dan
Anggaran tahunan anggaran tahunan SKPD/unit kerja Anggaran
Tidak ada hubungan yang jelas 0
antara SPM dengan Renstra Bisnis
dan Anggaran

i ;‘i'»‘{l.v&‘;‘:>““ i
Legitimasi Kepal Daerah

"~ IKeabsahan

n oprom
. R

‘dokumen SPM g ditandal
dengan adanya tanda tangan Kepala Daerah

Ada tanda tangan pala Daerah

Tidak ada tanda tangan Kepala

Daerah
37{Hasil audit tahun terakhir oleh |Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum [Ada hasil audit 10
BPK se_belum mengajukan mengajukan sebagai BLUD Tidak ada hasil audit lihat poin
sebagai BLUD berikutnya
Atau
37.a |Kesesuaian dengan format Format pernyataan bersedia diaudit sesuai |Format sesuai 10
ang ditetapkan dengan yang F al

37.b

Ditandatangani oleh “Kepala
SKPD/Unit Kerja diketahui
oleh Sekda atau Kepala SKPD

Shai S e 2
Pernyataan bersedia diaudit ditandatangani

oleh Sekda atau Kepala SKPD

t tidak sesu

tangani oleh Sekda atau Kepala SKPD

A
Surat Pernyataan ditandatangani 10
oleh Sekda atau Kepala SKPD

Surat Pernyataan tidak ditanda- 0
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Definisl Operasional

Format : B

LMT Keseuaian dengan format Kesesuaian dengan format yang ditetapkan 10
yang ditetapkan adalah antara format yang diajukan sesuai |[Tidak sesuai 0
dengan format dalam lampiran Permendagri
Nomor 61 Tahun 2007
2| Ditandatangani oleh kepala Adalah format yang sudah terisi lengkap dan |Jika ditandatangani 10
SKPD/Unit kerja dan diketahui jditandatangani oleh kepala SKPD/Unit Kerja [Jika tidak ditandatangani 0
Sekda atau kepala SKPD serta diketahui Sekda atau Kepala SKPD
3{Struktur Organisasi Struktur organisasi menggambarkan posisi {Ada struktur dan lengkap, sesuai 10
jabatan yang ada pada SKPD & hubungan |dengan Permendagri Nomor 61
wewenang atau tanggung jawab Tahun 2007
Ada struktur dan kurang lengkap 6
Tidak ada struktur 0
4|Prosedur kerja Prosedur Kerja menggambarkan wewenang |Ada prosedur yang lengkap 10
atau tanggung jawab masing-masing Ada wewenang dan tanggung jawab, []
jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam |namun prosedur pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugasnya tidak lengkap
[Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada 4
wewenang dan tanggung jawab
Tidak ada prosedur kerja 0

FORMAT A3
NILAI PERSYARATAN ANIHITRVATI
N1

KERJ

d. | Pengelolasn SOM (penerdimasn
pegewal, penempeten, sistem

Pengeiompokan fungsi yang logls

remunerasi, jenjang kerir, pembi-
nasn termasuk sistem reward den

Adanys kebijakan [n. |Sistem skuntabilias berbasis

dnaria
b. [Kebiekan keuangen (Kebijaken
mengenel tarif berdesarkan unit
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au SKPD

4|Laporan Keusngan 10 Laporan Realisasi Laporan Resiisas! anggaran sesual
Pokok bagi SKPD/ Anggaran dengan SAP yeng bertaku o
Unit kerja yang sudah deerah
ade Leporan Neraca Neraca seeusl dengan perstursn
yang bertaku pada pemerintah
deersh den/ateu sesust dengan
akuntans! ysng
asosiasl profesl akuntansi
Cstatan atas laporan |s. |Catatan sins faporan keuangan
keuangan B dibust sesusl dengan
yang beriaku pada pemerintah
dserah danvatay standar skuntansi
yang ditetapken asosiss profesi
Indonssia
b |Kesesusian antara kinerja
L mmd dengan indikator yang
rencana
Standas Pelayanan SPM yang sesual 8. |Fokus
Mink Idengan jenis dan b. | Tendur
muts pelayanan €. |Dapat dicapal
d. IRefevan dan dapat disandaikan
8. {Kei
Kejengkapan den . }Kelsngkapen jenis pelaysnan
kesssuaian jenis den sesual dengan SPM yang
target
Adanya keterkeitan — |a. [Kaltan antara SPM dengan
antars 8PM dengan Rencans Strategis Bisnis dun
R 8 unan
Adanya psngesshen  [a. [Legitimasi Kepaia Dasrah 1.0,
) dari Kepala Daersh '
lalan Audit Hesil Ponitaian Audt [a. [Hasil audit tahun terakhir oleh BPK 10.0|
Terakhir atau ssbelum mengajukan sebagal
Pernyataan Bersedia BLUD
untuk Disudit " 10.9,
Adunys Pemystaan  |a. |Kesssumian dengan format yang 20
Bersedin untuk ditetapkan .
Disudit secara b. |Ditandatangani oish Kepaia SKPD/ 8.0
independen Unit Kerja diketahul ofeh Sekda




